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BUPATI BANGGAI 
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI 
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGGAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (6), 

Pasal 28 Ayat (5) dan Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Menten Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa di Kabupaten Banggai,

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822),

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679),

4 Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
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